PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan
restoran perlu disesuaikan ;

bahwa untuk melaksanakan maksud pada
huruf a, maka dipandang perlu mengatur
keterituan  Pajak  Hotel dimaksud secara
tersendiri dengan menuangkannya dalam
suatu Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/
Jawa Tengah/ Jawa Barat;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan I_emiamn Negara Nomor 3684) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{(Lembaran Negare Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;



10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
{Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42],
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;

Undang-undang Noraor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Letnbaran Negara Nomor 3839) ; ‘

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentanng  Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negura Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubanhan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Deaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Nepara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Mojokerto (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3242} ;

Peraturan Pemierinteh Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara.
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-
nangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tenitang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang,  Rancangan  Peraturan
Pemerintah  dan  Rancangan Keputusan
Presiden ;



Menefapkan

14.

15.

16.

i7.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum
Mengenni Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungsn Pemerintah Daerah ; :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara

Pemunguten Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ; :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting-
Jat I Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang
Penyidik Pegawai N?jgeﬁ Sipil di Lingkungan
Pemerintzh Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MOJOKERTO
| dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MOJO-
KERTO TENTANG PAJAK HOTEL

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalem Peraturan Daersh ini yang dimeksud
dengan : |
a. Daerah, adalah Kota Mojokerto ;




Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Mojokerto ;

Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
Dewan Perwakilan yat Daerah Kota
Moijokerto ; _

Dinas Pendapatan, adalah Dinas Penda-
patan Kota Mojokerto ; i
Pejabat adalah C{Deg,raw:;u' yang diberi tugas
tertentu di Bidang Perpajaken Daerah
sesual dengan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku ;

Kas Daerah, adalah Keas Daerah Kota
Mojokerto ;

Bendaharawan Khusus Penerima untuk
selanjutnya disingkat BKP, adalah Benda-
harawan XKhusus Penerima pada Dinas
Pendapatan Kota Mojokerto ;

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut
pajak iuran wajib yang dilakukan oleh
orang pribadi atau badan kepada daerah
tanpa imbalan langsung yan%;eimbang,
yang dapat dipaksakan dasarkan
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan pembangunan daerah ;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau
modal yang merupakan kesatuan baik
yang melalakukan usaha maupun tidek
melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun,
firma, kongsi, persekutuan, koperasi, dana
pensiun,  persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
- lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk
badan lainnya;
Pajak yang terutang adalah a?‘ak yang
harus dibayar pada suatu saat dalam Masa
_ Pajak dalam Tahun Pajek, atan dalam
bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajak-
an Daerah;



Hotel adalah bangunan yang khusus
disediakan bagi orang untuk dapat
menginap atau istirahat, memperoleh
pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya
dengan dipungut bayaran, termasuk
bangunan lainnya yang menyatu, dikelola
dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali
untuk pertokoan dan perkantoran ;

. Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut
atas pelayanan hotel ;

Surat  Pemberitahuan Tagihan Pajak
Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut

eraturan  perundang-undangan  per-
pajakan daerah ;

Surat Setoran Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh
Walikota ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah, c;n’:mg
selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah
surat keputusan yang menentukan besar-
nya jumlah pajak yang terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKPDKB, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah Pajak yanalg‘
terutang, jumlah kredit pajak, juml
kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah
yang masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
~ disingkat SKPDKBT, adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan
atag jumlah pafak yang ditetapkan ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih
Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayar-
an pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;



V.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang
selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
keputusan yang menentukan jumliah pajak
vang terutang sama besarnya dengan
kredit pajak, atau p aLak tidak terutang dan
tidak ada kredit paj

Surat Tagihan Pajak Daerah, "yan
selanjutnya dapat disingkat STFD, adal
surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda ;

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat
qutusan yang membetulkan kesalahan
kesalahan hitung dan/atau kekeliru-
an dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang—undan an
gjakan Daerah yang terdapat d
SKID, SKPDKB, SKP KBT SKPDLB
SKPDN atau STPD ;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat
keputusan atas keberatan terhadap atau
terhadap SKPD,, SKPDKB, SKVPDKBT,
SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemo-
tongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
yang diajukan oleh Wajib Pajak ;

Penguasa Kena Pajak Daerah adalah
pengusaha oran pmbach atau badan yang
dalam men]alanian usahanya berkewajib-
an menmungut pajak daerah sesuai dengan
peraturan daerah.

BAR 11
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak

atus setap pelayanan hotel ;

(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang

disediakan hotel dengan pembayaran,

termasulk .

a. Pasilitas penginapan atau fasilitas
tinggal jangka pendek ;

b. Pelayanam penunjang sebagai keleng-
kapan fasilitas penginapan atau
tinggal jangka pendek yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenya-
manan ;



¢. Fasilitas olah raga dan hiburan yang
disediakan khusus untuk tamu hote}
bukan untuk umum ;

d. Jasa persewaan ruangan untuk
kegiatan acara atau pertemuan di
hOll?]_,.

Pasal 3

Tidak termasuk Obyek Pajak adalah :

.

1)

(2)
(3

Penyewaan rumah atau kamar, apartemen
dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya
yang tidak menyatu dengan hotel ;
Pelayanan tnggal i asrama dan pondok
pesaniren;

Fasilitas olah raga dan hiburan yang
disediakan di hotel yang dipergunakan
oleh  bukan tamu  hotel dengan
pembayaran ;

Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon
yang dipergunakan oleh umum di hotel ;

Pelayenan  perfalanan  wisata  yang
diselenggarakan oleh hote]l dan dapat
dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pembayaran atas
pelayanan hotel ;

Wajio Pajak adaleh pengusaha hotel ;

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah Penguseha Kena Pajak
Daerah ;

BAB HI

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah
pembayaran yang dilakukan kepada hotel.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh
persen).



BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajek yang terutang dipungut di wilayah
Daerah tempat hotel berlokam ;

(2) Besarnmya pajak yang berutang chhztung
dengan cara mengalikan dasar pengenaan
dengan tarif pajak.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK
TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya
1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak yang temtang dalam masa pajak. terjadi
pada saat pelayanan di hotel atau diterbitkan
SKI'D.

BAB VI
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

DAERAH, TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

_ Pasal 10

(1) Setiup Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau kuasanya; '

(3) SPTPD yang dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan kepada pejabat selambat-
lambatnya 15 (lima belas} hari setelah
berakhirnya masa pajak ;

(4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan
penyampaian SPTPD sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) ditetapkan -oleh
Walilcota,




(1)

Pasal 11
SPTPD gebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk

(2)

()

1)

2)

menghitung,  memperhitungkan  dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang ;
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 10 ayat (3), Wallkota
atau Pejabat menetapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKPD ;

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud
padab ayat (2) tidak atau kurang dibayar
setelah lewat waktu paling lama 30 (tige
puluh) hari sejak SKPD diterima oleh
Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan
STPD.

Pasal 12

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sesudah saat terutang pejak, Walikota atau

pejabat dapat menerbitkan :
a. SKPDKEB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

SKPDKB scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diterbitkan apabila :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang 'ba‘r):;l dikenakan
sanksi administrasi pa denda
sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka walktu

paling lama 24 (dua puluh empaf)
gulan dihitung sejak saat terutang
pajak ;

b. SPTPD tidak disampaikan dalam
jangka waktu yang itentukan dan
telah  ditegur  secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yaux;lg(
kurang atau terlambat dibayar un
jangka waktu %?lllmg Jama 24 (dua
puluh empat) an dihitung sejak
saat terutangnya pajak ;



(4)

)

(o)

(1)

¢. Kewnjiban mengisi SPTPD tdak
dipenuhi, pajak yang teruteng di-
hitung secara jabatan, dan dikenakan
sanksi adininistrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
dari pokok pajak ditambah sanksi
adminisirasi berupa denda sebesar 2
% {dua persen) sebulan dikitung dari
pajak yang karang atau terlambat
dibayar untuk jan waktu paling
tama 24 (dua puluh empat) bulan
dihjtung sejak saat terutang pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada
ayet (1) hurut b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data yang
semula belum terurgkap yang menye-
babkan penumbahan jumlah pajak  ter-
utang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seralus
persen) dari jumleh kekurangan pajak
tersebut;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ diterbitkan apebila jumdah
pajuk yang teratang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak
ti d_rﬁ terutang dan tidak ada kredit pajek ;
Apabile kewajiban membayar pajak yang
terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimeana d{malcsud_-gada ayat (1)
hurof o dan b tidek atau tdak sepenuhnya
dibayer dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menetbitkan
STPD, S

Penambahan jumlah pajak yang terutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Hd
dikenakan apabila Wajib Pajak melapor-
kan sendiri sebelum dilakukan tindakan
perreriksaarn.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13 |
Pembayaran pajak dilakukun  di Kas
Daerah atat tempat lain . yang ditunjuk
oleh Walikota sesuai~ waktu ' yang
dizentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
St PDKBT dan STPD; '



(2)

(3)

1)

€)

(4}

©)

(1)

)

Apabila pembayaran pajak dilakukan di
tempat Jain 1)(1[18 ditunjuk, hasil peneri-
maan pajak harus d1setor ke Kas Daerah
selambat—lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Walikota ;

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada avat F 1) dan ayat (2) dilakukan
dengan” menggunakan SSPD  atau
dokumen lain yang dapat dipersamakan.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan
sekaligus atau lunas ;

Walikota dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur
pejak yang terutang dalam kurun waktu
tertentu ;

Angsuran pembayaran pajak pada ayat
(2) hnrae dilakukan secara teratur dan
berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari
jumlah pajak yang belum atau kurang
dibayar;

Walikota dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu
yvang ditentukan setelah —memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan
dikenakan bunga 2 % (dua persen) per
bulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar ;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan
menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan
seb ai dJmaksud pada ayat (2) dan ayat

, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda
bukti pembayaran dan dicatat dalam buku

penerimaan ;

Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukt
pembayaran dan buku dpenernmaan pajak
sebagaimana dimaksu da ayat (1),
ditetapkan oleh Walikota.




BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis sebagai -awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang
terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat

lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus di
bayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis, jumlah pajak harus
dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) ‘Walikota menerbitkan Surat Paksa segera
setelah lewat 21 {dua puluh satu) hari sejak
tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apebila pajak yang harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sesudah tanggal pemberitahuan Suret Paksa,
Walikota segera menerbitkan Surat Ferintah
Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak
belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah
lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan, Walikota mengajukan permintaan
penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
Lelang Negara.



Pagal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan
hari, tanggal, jam dan termpat pelaksanaan
lelang, Jura Sita memberitahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.
Pasal 21
Bentuk, jemis dan isi formulir yang
dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
Pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEERASAN PAJAK

Pasal 22

(1} Walikota berdasarkan permohonan Wajib
Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak ;

(2) Tata cara pemberian  pengurangan,
keringanan  dan pembebasan  pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Walikota,

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENG-
HAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 23
(1) Walikota karena jabatan atau atas per-
mohonan Wajib Pajak dapat

a.  Mambetullkan SKPD, SKPDKE,
SKPDKBT, dan STPD apabila terdapat
kesalahan delam penetapannya ;

b. Mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar ;

o

Mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunge,
» denda dan kenaikan pajak yang
terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahan-
nya.



(2) Permochonan pembetulan, pembatalan,

A

(1

3)

pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administrasi atas
SKPD,SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimane dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan secara tertulis oleh
Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan
alasan yang jelas ;

Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permchonan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (2) diterima,
gudah harus memﬁerika eputusan ;

Agabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
se a]iaimana dimaksud pada ayat (3)
Walikota atau pejabat tidak memberikan
keputusan, permohonan  pembetulan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi administras
dianggap dikabulkan.

BAD X1
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan
hanya kepada Walikota atau pejabat atas
suatu

a. SKPD;

b. SKPDKB;
¢. SKPDKEBT;
d. SKPDLEB;
e. SKPDN.

Permohonan  keberatan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikai secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertal alasan yang
jelas ;

Dalam hal Waﬁ? Pajak mengajukan
keberatan atas ketetapan pajak secara
jabatan, Wajib Pajak harus dapat
membuktikan ketidakbenaran ketetapan
pajak tersebut ;



(4)

o)

(6)

(8

©)

e

)

Permohonan keberatan harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima
oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya ;

Keberatan yang tidak memenuhi per-
syaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai
surat keberatan, sehingga tidak diper-
timbangkan ;

Pengajuan keberatan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) tidak menunda kewa-
fiban membayar pajak dan pelaksanaan
penagihan pajsk,

Walikota atau pejabat dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterima, sudah memberikan keputusan ;

Keputusan walikota atau pejabat atas
permchonan  keberatan Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah
besarnya pajak yang terutang ;

Apabila setelah lewat jangka waktu 12
(dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Walikota atau pejabat tidak
memberikan suatu keputusan, permohon-
an keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 25

Wajib Pajak dapat mengajukan permo-
honan banding hanya kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Walikota atau pejabat ;

Permchonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia, dengan alasan yang
jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak  keputusan diterime, dilampiri
salinan dari surat keputusan tersebut;




(3) Pengajuan perrichonan banding sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksenaan penagihan pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan  keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 atau banding
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 25
dikabulkan  sebagian  atau  selvruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24
{dua puluh empat) bulan.

BaB XX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1) Wajip Pajak mengajukan permohonan
pﬂngpmbalmn kelebihan  pembayaran
pajak kepada Wallkota secara tertulis
dengan meryebutkan sekurang-kurang-
nya -

a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
b. Masa Pajak ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;

d. Alasan yang jelas.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama
12 {(dua) belas bulan sejak diterimanya
permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memberikan keputus-
an;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Walikota tidek memberikan keputusan,
permchonan  pengembalian  kelebjhan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan
den SKPDLB harus diterbitkan dalam
waktu paling lama 1 (satu) bulan ;



(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang
pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan/ dikompen-
sasikan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak dimaksud ;

(5) Pengembalian  kelebjhan  pembayaran
pajak dilakukan dalam waktu paling lama
2  (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKD) ;

(6) Apabila pengembalian kelebihan pem-
bayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB, Walikota memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diper-

hitungkan dengan wutang pajak lainnya,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(4), pembayarannya dilakukan dengan cara

pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan
juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB Xil
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29
{1) Wajib Pajak yang memenuhi kruteria
tertentu  wajib menyelenggarakan pem-
bukuan ;
" (2) Kriteria Wajib Pajak sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan tata cara pam-
bukuan diatur oleh Walikota.

Pasal 30

(1) Walikota atau pejabat berwenang melaku-
kan pemeriksaan untuk menguji kepatuh-
an pemenuhan kewajiban perpajakan
deersh dalam rangka melaksanakan
Peraturan Daerah ;



(2)

(2

(2)

(3)

(%)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib

2. Mamporlihatkan dan/atau meminjam-
kar kukuiz, atau catatan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain
yang berhubungan dengan obyek pajak
yang terutang

b, Memberikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberi bantuan.
guna kelancaran pemeriksaan ;

-, Memberikan keterangan yang diperlu-
kas.

Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh
Whalikota

FPasal 31

Setiap pajabat dilarang memberitahukan
kepada pihek lain yang tidak berhak,
segala  sesuatu  yang diketahui atau
diberitunukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya
untuk menjalanian keteniuan Peraturan
Daerait ;

Larangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli
yang ditunjuk  oleh Walikota untuk
embanta dalam pelaksanaan ketentuan
Peraturan Daetolt

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimeksud pada ayat (1) dan ayat (2)

adalah :

a. Pejabat  dan  tenaga shli  yang
bertindak sebagai saksi atau salksi ahli
dalam sidang pengadilan ;

b. Pejabat atau tenaga uhli  yang
memberikan keterangan kepada pihak
lain yang ditetapkan oleh Welikota.

Lintuk  kepentingan daerah, Woalikota
Lerwenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana
dimeksud paila-ayat (2), supaya memberi-
kan keterangan, memperlihatkan bukt
tertylis derim atau tentang Wajib Pajak
kepada pihek yang ditunjulmya.



BAB XDV
KADALUWARSA PENAGHEA N

Pasal - 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajek,
kadaluwarsa setelah melampauwi jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangn?ra ajak, kecuali apabila Wajib
Pajak mefakukan tindak pidana dibidang
parpajakan daerah ;

(2) Kadaluwarsa genagjhan paf*'ak sebagai-
(

mane dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat
Paksa atau ;

b. Ada pengakuan hutang pajak dari
Wajib Pajak Dbaik langsung maupun
tdak langsung. '

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannyu
tidak menyampaikan SPTPD atau mengis:
dengan tidak benar atau fidak lengl%;
atan’ melampirkan keterangan yang tidai
benar sehingga merugikan keuangan
daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kal:
jumiah pajak yang terutang ;

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak
menyampaikan SPTPD  atau  mengis
dengan tidak benar atau tidak lengkar
atan melampirkan keterangan yang tdak
benar sehingga merugikan keuangar
daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara  palin ama 2 (c%uu'} tahun
dan/atau denda paling banyak 4 (empat;
kali jumlah pajak yang terutang,.

Pasal 34

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalerr
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) tidek dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 {(sepuluh;
tahun sejak saat terutangnya ajak atau
berakhirnya Masa Pajak atau gﬂraklﬁrn}-‘c:
bag‘ian Tahun Pajak atau berakhirnvia Tahur
Pajak.



BAB XVIi
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Kota diberi wewe-
nang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah sebagaimana dimak-
sud dalam Undang-undang Nomeoer 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) adalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan
dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Pajek Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap
dan jelas ;

meneliti, mencari dan mengumpulka..
keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran per-
buatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Pajak Daerah
tersebut ;

meminta keterangan dan bahan bukt
dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Pajak Daerah ;

memeriksa buku-buku, catatan-
catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengen tindak pidana di
bidang Pajak Daerah ;

melakukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembuku-
an, pencatatan  dan dokumen-
dokumen lain, serta melakukan
penyitaan  terhadap bahan bukli
tersebut ;




@)

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak = pidana di bidang Pajak
Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas
orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada hurufe;

h. memotret seseorang yang berkaitan
dengan tindak pidana Pajak Daerah ;

i, memanggil orang untuk didengar
keterangann:a dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

j- menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu
untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang Pajak Daerah
menurut hukum yang dapat diper-
tanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum,
sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomeor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Nomor @ Tahun 1598 tentang
Pajak ‘Hotel dan Restoran dinyatakan tidak
berlaku. :

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam
Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai

pelaksanaamea akan diatur lebih lanjut oleh

Walikota.



Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui-nya,
memerintahkan  pengundangan  Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lem-
baran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALTIKOTA MOJOXERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggatl 22 Judi 2002

SERRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAER.AH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 5/B

http : www. bagian hukum. TRB.co.id. 2002




II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 26 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK HOTEL

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah, maka dalam rangka mendukung
gfrkembemgan otonomi daérah yang luas, nyata dan

ertanggung jawab,  pembiayaan merintahan  dan
pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Ash
Daerah, perlu ditetapkan Pajak Hotel di Kota Mojokerto yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaftannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah
ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi
terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan,
benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 sampaidcengan Pasal 37 @ Cukup jelas



